
 

 
 

BUPATI MALANG 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

RANCANGAN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG 

NOMOR         TAHUN 2025 

TENTANG  

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 2 

TAHUN 2009 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI 

KEPENDUDUKAN, SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN 

DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 13 TAHUN 2018 TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2009 

TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

 

BUPATI MALANG, 

 

Menimbang  : a.  bahwa untuk menyelenggarakan administrasi 

kependudukan di Kabupaten Malang, telah dibentuk 

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2          

Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi 

Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang 

Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 

tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;  

b. bahwa dengan adanya perkembangan dan dinamika 

peraturan perundang-undangan, penetapan sistem, 

pedoman dan standar dokumen dalam penyelenggaraan 

administrasi kependudukan bukan merupakan 

kewenangan Pemerintah Daerah melainkan menjadi 

kewenangan Kementerian Dalam Negeri, sehingga 

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2          

Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi 

Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 13 Tahun 2018 

tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 

Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi 

Kependudukan perlu dicabut;  
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c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk 

Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah 

tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Malang 

Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan 

Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 13 

Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 

Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan 

Administrasi Kependudukan; 

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan 

Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah  

dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang 

Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah 

Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan         

Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi 

Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah 

Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 

Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 

2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013   
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Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5475); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia      

Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang        

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan           

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah 

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 

tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23    

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

102, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6354); 

7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 

Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan 

Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
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tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021    

Nomor 186); 

8. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang 

Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan 

Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 184);  

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 

atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 

tentang Kartu Identitas Anak (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 80); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 

tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Secara Daring (Berita Negara         

Tahun 2019 Nomor 152); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 

tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan 

(Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1478); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 

tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data 

Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2023 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses 

dan Pemanfaatan Data Kependudukan (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 862); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 

tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden 
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Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata 

Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1789); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 

tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam 

Administrasi Kependudukan (Berita Negara Tahun 2019 

Nomor 1791); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG 

dan 

BUPATI MALANG 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan :  PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN 

DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 2 TAHUN 2009 

TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI 

KEPENDUDUKAN, SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 13 

TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 

DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG 

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN. 

 

Pasal 1 

 

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2009 

tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan 

(Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2009          

Nomor 2/C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Daerah Kabupaten Malang Nomor 13 Tahun 2018 tentang 

Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 
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tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan 

(Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 10 

Seri D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 

Pasal 2 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malang.  

 

 

Ditetapkan di Kepanjen 

pada tanggal                              2025 

 

BUPATI MALANG, 

 

 

 

SANUSI 
 

Diundangkan di Kepanjen 

pada tanggal                            2025 

 

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG, 

 

 

 

NURCAHYO 

 

Lembaran Daerah Kabupaten Malang  

Tahun 2025 Nomor        Seri  
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PENJELASAN  

ATAS 

RANCANGAN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG 

NOMOR        TAHUN 2025 

TENTANG 

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 2 

TAHUN 2009 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI 

KEPENDUDUKAN, SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN 

DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 13 TAHUN 2018 TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2009 

TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 

 

I. UMUM 
 

Untuk menyelenggarakan administrasi kependudukan di Kabupaten 

Malang, telah dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2          

Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang 

Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2       

Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. 

Bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 40       

Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 

tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas     

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 

Kependudukan, dalam Pasal 3 ayat (2), disebutkan bahwa salah satu 

kewenangan Menteri dalam menyelenggarakan urusan administrasi 

kependudukan adalah penetapan sistem, pedoman dan standar     

dokumen administrasi kependudukan, sehingga penyelenggaraan 

administrasi kependudukan di daerah berpedoman pada peraturan 

perundang-undangan yang dibentuk oleh Menteri Dalam Negeri. 

Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlu dilakukan Pencabutan 

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2009 tentang 

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 13 Tahun 2018 

tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang 

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. 
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II. PASAL DEMI PASAL 
 

Pasal 1 

   Cukup Jelas.  

Pasal 2 

  Cukup Jelas. 
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